CETS

BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA

Menimbang

Mengingat

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM

KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum

Kabupaten Karawang telah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6
Tahun 2010;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah
Kabupaten Karawang selaku pemilik perusahaan
berkewajiban menyertakan permodalan pada
perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum
Kabupaten Karawang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan hurup b tersebut di
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Daerah (Lembaram Negera Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaiman Diubah Beberapa Kali Dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah-Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2008 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Pengeolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupetan Karawang Tahun 2008 Nomor 9 Seri
E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
(Lembara Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2010 Nomor 6 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9
Tahun 2011 Tentang Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 211 Nomor 9
Seri D);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Agran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2014 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN
KARAWANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelengara pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.



